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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ha (dengan titk di ح
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر







 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Sad ṣ es (dengan titik ص
dibawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 
 Ta ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م







 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (  ̕). 
2. Vokal 
       Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ
 ḍammah U U ا َ
 
       Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
















a dan i 
 
 ى وَ 
 








       Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 













|ِ...ىِ   ...اِ 
fatḥahdan alif 
atauyā’ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrah danyā’ I i dan garis di atas ى









4. Tā’ Marbūṭah 
       Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang 
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau 
mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
       Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ِّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i ,(ىِىِ 
6. Kata Sandang 
       Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
 alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang) ال
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 










       Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ̕) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
       Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
       Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
       Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 







yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf 
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada 
awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal 
dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
























Nama : AHMAD FATUR RAHMAN 
NIM : 11000116029 
Judul : Tanggung Jawab Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya 
Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus 
Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo).  
Perkembangan Pegadaian Syariah saat ini cukup pesat. Dalam proses penyaluran 
uang pinjaman di Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara menyerahkan barang jaminan 
(marhun) oleh nasabah (rahin) kepada pegadaian (murtahin) dengan menggunakan 
ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. 
Adapun pokok pemasalahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan 
skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pegadaian Syariah apabila 
barang jaminan (marhun) yang dititipkan nasabah mengalami kerusakan atau hilang dan 
apakah pertanggungjawaban ganti kerugian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah 
Cabang Kota Palopo tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan jenis 
penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi, interview dan dekomentasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh 
Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran 
ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) atau sesuai 
dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Dalam penyelesaian 
terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang 
dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo selain dari tempat 
penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian 
Syariah terhadap barang jaminan, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah 
melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pagadaian Syariah dengan Asuransi. 
Implikasi dari penelitian ini ialah: Pegadaian Syariah Kota palopo hendaknya 
harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang 
jaminan gadai milik nasabah, Pegadaian Syariah harus lebih mengantisipasi 
terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai milik nasabah 
sehingga nasabah bisa menebus barang jaminan gadai dengan utuh tanpa 
kerusakan. 
 
















A. Latar Belakang Masalah  
  Pegadaian (pawnshop) adalah salah satu bentuk Lembaga keuangan bank 
yang diperuntukan bagi masyarakat yang luas berpenghasilan menegah ke bawah 
yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk 
membiayaai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.1 
  Salah satu badan pemberi pinjaman atau kredit yang cukup aktif dalam 
melayani masyarakat selama ini yaitu Lembaga perum pegadaian. Perum 
pegadaian di Indonesia telah ada dan menjadi institusi pemberi sejak lama dan 
dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota besar sampai pada kota kecil 
sekalipun. Institusi tersebut sebagai sarana penyedia pembayaran jangka pendek 
dengan syarat yang mudah dan tidak bertele-tele kehadiran pegadaian justru 
semakin menarik minat konsumen. Seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai 
dengan nilai taksiran barang gadai. Perum pegadaian Syariah ini membuat 
masyarakat lebih fleksibel di bandingkan pinjaman di Bank yang relatif lebih sulit 
untuk diperpanjang atau dinegosiasikan. Praktek bisnis seperti ini, sudah lama 
pada pegadaian yang menggunakan azas-azas hukum perdata. 
       Dalam bentuk pinjam meminjam dalam hukum islam yaitu menjaga 
kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, 
pemberi pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai 
                                                             
1 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: 





jaminan utangnya. Apabila menerima pinjaman itu tidak mampu melunasi 
utangnya maka barang jaminan dapat di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep 
tersebut dalam hukum islam di sebut rahn atau gadai.  
       Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah 
meminjamkan uang pada Lembaga keuangan misalnya nonbank misalnya Perum 
Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit 
kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip Syariah. 
       Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam memberi kredit dilakukan 
dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai sendiri pernah 
dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kepada seorang yahudi, Rasulullah SAW 
menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum.2 Dengan gadai, 
orang yang menggadaikan atau pemberi gadai (rahn) tertutupi kebutuhannya 
tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberian utang atau pemegang 
gadai (murtahin), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga 
mendapat keuntungan dari bea sewa tempat. Namun, agunan dalam syariat gadai 
adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. 
Murtahindalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh 
memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, murtahin juga 
memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan 
baik. Akan tetapi praktiknya, kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana 
alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan 
                                                             





beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa tersebut atau 
akibat kelalaian murtahin sewajarnya bertanggung jawab untuk mengganti 
kerugiannya. 
 Barang jaminan biasa di sebut marhun yang berarti barang yang dijadikan 
barang jaminan oleh rahin (orang yang memberi jaminan). Perusahaan pegadaian 
Syariah dalam memberi kreditnya dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang 
di sebut dengan gadai. Namun agunan syariat gadai merupakan amanat, hanya 
berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Pemegang gadai atau 
yang di sebut dengan murtahin, memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang 
jaminan yang diserahkan menurut persyaratan yang telah di tentukan. Murtahin 
hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan apalagi 
menyalahgunakan barang gadai.  
       Berkaitan dengan barang jaminan, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 26/DSN-
MUI/III?2008 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa barang jaminan tersebut 
tetap dalam pengusahan atau pemanfaatan rahn dan bukti kepemilikannya 
diserakan kepada murtahin.3 
 Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik mengetahui lebih jauh 
tentang tanggung jawab pegadaian Syariah dan apakah sistem yang di gunakan 
sesuai dengan Syariah dalam prakteknya. Sehingga menjadi latar belakang penulis 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah 
                                                             
3 Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 





Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam perspektif Hukum Islam 
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Palopo)”. 
B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok skripsi ini adalah 
bagaimana tanggung jawab Pegadaian Syariah atas hilang atau rusaknya barang 
jaminan, untuk memudahkan dalam membahas masalah pokok tersebut, maka d 
rumuskan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme penangan barang di pegadaian Syariah terhadap 
barang jaminan yang hilang atau rusak? 
2. Bagaimana Penanganan barang jaminan yang rusak atau hilang Menurut 
prespektif Hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Fokus Penelitian  
       Fokus penelitian dalam karya ini tulis ini mengenai tanggung jawab 
Pegadaian Syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan (Pegadaian 
Syariah Cabang Palopo). 
2. Deskripsi Fokus  
a. Hukum Islam adalah adalah hukum yang di yakini memiliki 
keterkaitan dengan sumber ajaran Islam, Hukum Amali berupa intraksi 
sesame manusia selain jinayat (pidana islam).4 
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b. Pegadaian Syariah dalam istilah Fiqh disebut dengan Rahn. Rahn yaitu 
penguasaan barang milik peminjaman oleh pemberi pinjaman sebagai 
jaminan.5 
c. Dhaman (Jaminan) yaitu menanggung (menjamin) utang seseorang 
atau mengembalikan barang atau menghadirkan seseorang ketempat 
yang ditentukan, misalnya ke Pegadilan. Barang jaminan adalah asset 
yang berupa barang yang dimiliki pihak peminjam untuk diberikan 
kepada pemberi pinjaman, sebagai jaminan untuk menggadaikan 
sesuatu.6 
D. Tinjauan Pustaka 
       Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan, tidak ditemukan adanya penelitian secara spesifik sama dengan 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi, ditemukan beberapa 
penelitian yang pembahasannya saling berkaitan dengan penelitian ini. Adapun 
beberapa penelitian yang dimaksud sebagai berikut: 
1. Hardianti Ela Wahyuni, Universitas Mataram, 2017 dengan judul jurnal 
ilmiah “Tanggung Jawab PT. Pegadaian Atas Hilangnya Barang Gadai Unit 
Lingsar”. Pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian 
ganti rugi atas hilangnya barang gadai pada PT. Pegadaian Unit Lingsar.7 
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6 Minhajuddin, Hikmah Dan Filsafat Fikih Muamalah Dalam Islam (Makassar: Alauddin 
University Press, 2011) h. 222  
7 Hardianti Ela Wahyuni, “Tanggung Jawab PT. Pegadaian Atas Hilangnya Barang 





2. Hasfin Tafrihana Pratiwi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011 dengan 
judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Resiko Barang 
Jaminan Pada Pegadaian Syariah”. Penelitian ini membahas tentang 
bagaimana tinjauan hukum islam tentang barang jaminan pada pegadaian 
Syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penelitian berjudul 
“Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang 
Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam”.8 
3. Ngasyiqotul Azizah, Universitas Islam Negri Yogyakarta, 2006 dengan judul 
skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan 
Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertanahan Cabang Kebumen”. 
Penelitian ini membahas bahwa pelaksanaan penanggungan resiko terhadap 
barang jaminan di Perum Pegadaian Pertanahan Cabang Kebumen merupakan 
wujud dari pemerataan hak dan kewajiban bagi para pihak terkait.9 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
    Dalam sebuah penelitian sebuah penelitian yang di lakukan memiliki 
tujuan yang dapat digunakan baik untuk penulis, pembaca, dan yang terkait 
dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolahan barang jaminan yang hilang 
atau rusak di Pegadaian Syariah Cabang Palopo 
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Surakarta, 2011. 
9 Ngasyiqotul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan 
Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertanahan Cabang Kebumen”, Fakultas Syariah Dan Hukum 





2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam atas hilang atau rusaknya 
barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo 
   Penelitian ini di harapkam bisa bermanfaat baik secara praktik maupun 
secara akademis sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai 
mekanisme pengelolaan Pegadaian Syariah secara teori, selain itu 
penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme 
pengelolaan Pegadaian Syariah yang sesuai dengan Hukum Islam. 
2. Kegunaan Praktis  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk umat Islam yang sering 















TINJAUAN TEORITIS  
A. Pegadaian Syariah 
1. Sejarah pegadaian Syariah 
Sejarah pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dicerai pisahkan 
dari kemauan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad 
gadai berdasarkan prinsip Syariah dan kebijakan pemerintah dalam 
pengembangan peraktik ekonomi dan Lembaga keuangan yang sesuai 
dengan nilai dan prinsip hokum islam. Hal dimaksud, dilatar belakangi 
oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat islam di berbagai daerah 
yang menginginkan pelaksaan hukum islam dalam berbagai aspek 
termasuk pegadaian Syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis 
ekonomi Syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk di 
kembangkan.  
Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan 
perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksaan 
praktik bisnis sesuai dengan Syariah yang termasuk gadai Syariah. Karna 
itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan perundang-
undangan yang kemudian di sahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang yang dimaksud, 
memberikan peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai 





Berdasarkan UU tersebut maka terwujud Lembaga-lembaga keuangan 
Syariah (LKS). Pada awalnya, muncul Lembaga perbankan Syariah, yaitu 
Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan berbagai 
Lembaga keuangan Syariah lainnya, seperti Lembaga asuransi Syariah, 
Lembaga pegadaian Syariah, dan lain-lainnya. 
Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa pegadaian 
Lembaga-lembaga keuangan Syariah yang juga melirik kepada sektor 
pegadaian, sektor yang dapat dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak 
Lembaga keuangan Syariah lainnya. Padahal dalam dikursus ekonomi 
islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan 
keuangan yang pernah di praktikkan di masa Nabi Muhammad saw. Yang 
amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk di 
kembangkan.1 
2. Pengertian Pegadaian Syari’ah 
Pengadaian Syariah dalam istilah fiqh disebut dengan rahn. Rahn yaitu 
penguasaan barang milik peminjaman oleh pemberi pinjaman sebagai 
jaminan.2 
Gadai (rahn) dapat diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang 
sebagai tanggung utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut 
pandangan syarat sebagai pinjaman (marhum bih), sehingga dengan 
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adanya tanggung utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterimah. 
Orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahin, orang yang 
menerima barang gadai disebut murtahin, barang yang digadaikan disebut 
marhun.3 
Pegadaian (pawnshop) adalah salah satu bentuk Lembaga keuangan 
bank yang diperuntukan bagi masyarakat yang luas berpenghasilan 
menegah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana 
ini digunakan untuk membiayaai kebutuhan tertentu terutama yang sangat 
mendesak.4 
3. Dasar Hukum Pengadaian Syariah 
Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari al-Qur’an, hadis dan 
ijma. Dasar gadai dari Al-Qur’an adalah firman Allah SWT dalam (QS. 
Al-Baqarah/2: 283): 
۞ َوِإْن ُكْنُتْم َعَلٰى سََفٍر َوَلْم 
ُبوَضٌة ۖ َتجُِدوا َكاِتًبا َفِرَهاٌن َمقْ 
ِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُيَؤدِ  
َ
َفِإْن أ
َماَنَتُه َوْلَيتَِّق اَّللََّ 
َ
الَِّذي اْؤُتِمَن أ
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َهاَدَة ۚ َوَمْن َربَُّه ۗ َوَل َتْكُتُموا الشَّ 
َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه ۗ َواَّللَُّ 
 ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليمٌ 
 
Terjemahnya 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 
sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 
persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 
sesungguhnya ia adalah orang yang berosa hatinya; dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.5 
4. Rukun Dan Syarat Gadai 
Rukun (unsur) gadai yaitu: 
a. Penerima gadai 
b. Pemberi gadai 
c. Harta gadai 
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Menurut ulama hanafiyah, rukun rahn(gadai) yaitu ijab kabul dari rahn 
dan al-murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad tidak 
akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. 
Adapun syarat (rahn) gadai menurut Kompulasi Hukum Ekonomi 
Syariah, yaitu: 
a. Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan 
hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para 
pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, 
anak-anak dan seterusnya. 
b. Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh 
penerima gadai. 
c. Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, 
atau isyarat. 
d. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahterimahkan. 
e. Harta gadai harys ada ketika akad dibuat. 
5. Tujuan dan Manfaat Pegadaian 
Sifat usaha pegadaian pada prinsip menyediakan pelayanan bagi 
kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan 
berdasarkan prinsip pengelolahan yang baik. Oleh karena itu, Perum 





a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksaan kebijakan dan 
program pemerintah di bidang ekonomi dan pembanguan nasional 
pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman 
atas dasar hukum gadai. 
b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak 
wajar. 
c. Pemanfaatan gadau bebas Bungan pada gadai Syariah memiliki 
efek jaring pengalaman sosial karena masyarajkat butuh dana 
mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis 
bunga.6 
Adapun manfaat Utama yang diperoleh  oleh nasabah yang meminjam 
di pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih 
sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila di 
bandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang 
ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga 
dapat memperoleh manfaat antara lain sebagai berikut: 
a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi 
yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atas 
suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada 
suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan 
persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa 
                                                             





menghubungi pegadaian sebagai pihak yang netral untuk 
melakukan penaksiran atas barang tersebut. 
b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan 
dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang 
aman menempatkan barang bergeraknya di tempat sendiri, atau 
tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak 
dapat menitipkan barangnnya di pegadaian.7 
 
6. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah 
Layanan Jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian Syariah 
adalah sebagai berikut: 
a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai 
syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak, seperti 
emas, elektronik, dan lain-lain. Besarnya pemberian pinjaman 
ditentukan oleh pegadaian, bergantung pada nilai dan jumlah 
barang yang digadaikan. 
b. Penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan bagi mereka yang 
menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa 
emas, perak, dan berlian. Biaya dikenakan adalah ongkos 
penaksiran barang. 
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c. Penitipan barang (ijarah). Barang yang dapat dititipkan, antara 
lain sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan 
biaya penitipan bagi nasabahnya. 
d. Gold Counter. Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki 
sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.8 
 
7. Konsep Operasi Pegadaian Syariah 
Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi 
modern yaitu asas rasionalitas, efisien, dan efektivitas yang diselaraskan 
dengan nilai islam. Fungsi opersasi Pegadaian Syariah itu sendiri 
dijalankan oleh kantor-kantor Cabang pegadaian Islam/Unit Layanan 
Gadai Islam (ULGS) sebagai Unit Organisasi di bawah binaan Divisi 
Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri 
yang secara struktural terpisah pengelolahannya dari usaha gadai 
konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan 
nama Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan 
Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, 
Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama 
hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, empat kantor 
Cabang Pegadaian Syariah di Aceh dikonvensi menjadi pegadaian Islam.9 
8. Kegiatan Usaha Pengadaian Lainnya. 
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Usaha lain yang dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai 
berikut: 
a. Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir 
berapa nilai rill barang-barang berharga miliknya seperti emas, 
intan, berlian, mobil, televisi, dan barang-barang lainnya. Hal ini 
berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau 
hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. 
b. Melayani jasa titip barang. Bagi masyarakat yang ingin 
menitipkan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini di 
berikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari 
kehilangan, kebakaran atau kecurian. 
c. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai 
penghasilan tetap. Pembauaran pinjaman dilakukan dengan 
memotong gaji si peminjam secara bulanan. 
d. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, 
misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan 
lainnya dengan sistem build, Operate and Tranfers (BOT).10 
9. Perbedaan pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional. 
 Perbedaan antara pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional yaitu 
dapat di lihat sebagai berikut: 
1. Pegadaian Syariah 
a) Biaya administrasi berdasarkan barang 
                                                             





b) 1 hari dihitung 5 hari 
c) Jasa simpanan berdasarkan simpanan 
d) Apabila barang tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual 
kepada masyarakat 
e) Uang pinjaman 90% dari taksiran 
2. Pegadaian konvensional. 
a) Biaya administrasi berupa presentase yang didasarkan pada 
golongan barang. 
b) 1 hari dihitung 15 hari 
c) Sewa modal berdasarkan uang pinjaman 
d) Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan 
dilelang kepada masyarakat 
e) Uang pinjaman untuk golongan A 92% sedangkan untuk 
golongan B, C, D 88%-86%.11 
10. Sumber Pendanaan 
Pegadaian sebagai Lembaga keuangan tidak diperkenankan 
menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Perum Pegadaian 
memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut: 
1. Modal sendiri 
2. Penyerahan modal pemerintahan 
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3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan 
4. Pinjaman jangka Panjang yang berasal dari kredit lunak Bank 
Indonesia 
5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi 
Aspek Syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, 
pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari 
sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh 
kegiatan pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan 
kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak 
ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah 
melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke 
depan pegadaian juga akan melakukan kerja sama dengan Lembaga 
keuangan Syariah lain untuk mem-back up modal kerja.12 
B. Barang Jaminan 
1. Pengertian Jaminan  
Dhaman (jaminan) yaitu menanggung (menjamin) utang seseorang 
atau mengembalikan barang atau menghadirkan seseorang ketempat yang 
ditentukan, misalnya kepengadilan.13 
Fungsi jaminan kebendaan dalam suatu pinjaman hanya sebagai 
tambahan saja, bukan yang utama. Artinya, jika analisi kreditor 
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menyatakan bahwa seorang debitor tidak dapat dipercaya, maka 
ketidakpercayaan tersebut tidak dapat diganti dengan pemberian suatu 
jaminan utang. Jaminan utang bukanlah asuransi bagi kreditor, meskipun 
dapat berfungsi untuk membuat pihak kreditor tidur sedikit lebih 
nyenyak.14 
2. Dasar hukum Jaminan 
Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk 
Allah dalam Al-qur’an penjelasan dri hadis Nabi yang berbunyi sebagai 
berikut: 
a. Al-Qur’an 
۞ َوِإْن ُكْنُتْم عََلٰى سََفٍر َوَلْم 
َتجُِدوا َكاِتًبا َفِرَهاٌن َمْقُبوضٌَة ۖ 
ِمَن َبْعضُُكْم َبْعضًا َفْلُيَؤدِ  
َ
َفِإْن أ
َماَنَتُه َوْلَيتَِّق اَّللََّ 
َ
الَِّذي اْؤُتِمَن أ
وا الشََّهاَدَة ۚ َوَمْن َربَُّه ۗ َوَل َتْكُتمُ 
َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه ۗ َواَّللَُّ 
 ِبَما َتْعَمُلوَن عَِليمٌ 
                                                             







“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak 
secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang 
dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 




“Rasulullah saw. Pernah memberi makanan dengan menggadaikan 
baju besi”, (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) 
Para ulama sepakat bahwa ar-rahn dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, 
sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling 
memercayai. Firman Allah Farihaanun Maqbuudhah pada ayat di atas 
adalah irsyad (anjuran baik) saja kepada orang yang beriman, sebab pada 
lanjutan ayat tersebu dinyatakan “akan tetapi jika sebagian kamu 
memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan 
amanatnya (utangnya)”. (QS. Al-bagarah: 283).15 
                                                             






3. Manfaat Barang Jaminan 
Para ulama fikih berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan 
tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena 
tindakan itu termasuk menyia-yiakan harta. Akan tetapi, yang menjadi 
pertanyaan, apakah boleh bagi pihak murtahin (pemegang barang jaminan) 
memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun tidak mendapat izin dari 
pemilik barang? Dalam hal ini dan ulama beda pendapat. 
Pertama, ulama Hanafiyah dan syafi’iyah berpendapat bahwa murtahin 
(pemegang barang jaminan) tidak berhak memanfaatkan barang jaminan. 
Menurut mereka, boleh bagi yang menerima barang gadai untuk 
mengambil manfaat dari barang jaminan. Oleh karena itu, tidak boleh ia 
menggunakan binatang jaminan, menyewakan rumah jaminan, memakai 
kain jaminan, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang itu masih 
dalam jaminan, kecuali atas seizin rahin (orang yang menggadaikan). 
Karena itu semua manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang 
jaminan semuanya menjadi hak orang yang menggadaikan. Akan tetapi, 
menurut syafi’iyah rahin (penggadai) berhak mendapat bagian keuntungan 
dari barang jaminannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang jaminan itu 
dipakai tetap dipegang oleh pemegang jaminan, kecuali barang jaminan itu 
dipakai oleh orang yang menggadaikan. 
Kedua, menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang 





dan buka untuk murtahin (penerima jaminan). Tidak boleh mensyaratkan 
pengambilan manfaat dari barang jaminan, karena larangan tersebut hanya 
berlaku pada utang piutang. Adapun pada perjanjian gadai, mereka 
memberi kelonggaran kepada penerima jaminan untuk memanfaatkan 
barang jaminan selama hal ini tidak jadikan syarat dalam teransaksi. Hal 
ini berdasarkan pernyataan ulama mazhab yang menyatakan: hasil dari 
bahan jaminan ataupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi jaminan, 
selama penerimaa jaminan tidak mensyaratkan pemanfaatannya. 
Ketiga menurut ulama Hanabilah, bahwa barang gadaian bisa berupa 
hewan yang dapat ditunggangi atau dapat dipera susunya, atau bukan 
berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, 
penerimaan gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau 
memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesduai dengan biaya yang 
telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya 
memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang 
dikeluarkan.16 
4. Barang jaminan yang rusak 
a. Hanafiyah berpendapat sifat gadai adalah kekuasaan menanggung 
sehingga ia menanggung barang gadai yang rusal dengan harga 
minimal. 
                                                             
16 Abu Azan Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: Kharisma Putra Utama, 





b. Malikiyah membedakan antara barang yang dapat di sembunyikan 
seperti perhiasan, dimana pemegang gadai mengandung kerusakan 
sedangkan barang yang tidak dapat di sembunyikan seperti kebun 
pemegang gadai hanya mengandung barang apabila rusak karnna 
keteledorannya. 
c. Menurut Syafi’iyah Hanabilah dan kekuasaan orang yang 
menerima gadai adalah kepercayaan/ amanah sehingga penerima 
gadai tidak menanggung kerusakan barang kecuali disebabkan oleh 
kesalahannya. Pendapat ini di pandang paling valid karna barang 
gadai merupakan amanah di tangan pemegang gadai  
5. Hak menjual barang jaminan  
a. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah jika penggadaian tidak 
melunasi utangnya makai a sendiri wajib menjual sendiri barang 
gadai atau mewakilkan orang lain atas izin pemegang gadai jika 
penggadai tidak mau membayar utang dan tidak mau menjual 
barang gadai maka hakim menahan penggadai dan memaksanya 
menjual barangnya. Jika ia tetap tidak melaksanakan maka hakim 
yang menjualnya dan membayarkan utangnya. 
b. Menurut Hanafiyah pemegang gadai berhak menuntuk untuk 
melunasi utangnya, dan meminta hakim menahannya jika jelas-
jelas menunda membayar utangnya. Hakim tidak boleh menjual 





pengampuan (hajr). Penggadaian ditahan hingga ia menjual barang 
gadai. 
c. Menurut Malikiyah hakim menjual barang yang digadaikan, 
membayar utang pengadai, tetapi tidak menahannya. Pendapat ini 
di anggap paling valid karena tujuab utama adalah melunasi utang. 
Apabila harga jual telah sampai pada jumlah utang maka urusan 
utang piutang telah selesai. Jika tidak cukup maka penggadai tetap 
melunais kekurangannya.17 
C. Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam 
Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 
terjemahan al-fiqh al-Islamiy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat 
digunakan Islamic Law. Dalam Al-Qur’an maupun al-Sunnah, istilah al-
hukm al-islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang 
dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk memperoleh 
gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum islam, terlebih dahulu 
akan dijelaskan pengertian syariat dan fiqh. Penggunaannya dalam al-
Qur’an diartikan dengan jalan yang jelas dan membawa kemenangan. 
Dalam terminology ulama ushul al-fiqh, Syariah adalah titah (khitab) 
Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, balig, 
berakal dan sehat), baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, 
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syarat atau penghalang). Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang 
bersifat praktis (‘amaliyah).  
Pada mulanya kata syariat meliputi semua aspek ajaran agama; yakni 
akidah, syariat (hukum), dan akhlak. Ini terlihat pada syariat setiap agama 
yang diturunkan sebelum islam. Karena bagi setiap umat, Allah 
memberikan syariat dan jalan yang terang. Namun karena agama-agama 
yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad saw. inti akidahnya adalah 
tauhid (mengesakan Tuhan), dapat dipahami bahwa cakupan Syariah, 
adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari akidah yang diimani setiap 
umat. Kendatipun demikian, ketika menggunakan kata syariat, maka 
pemahaman kita tertuju pada semua aspek ajaran Islam. 
Adapun kata fiqh yang dalam al-Qur’an digunakan dalam bentuk kata 
kerja (fi’il) disebut sebanyak 20 kali. Penggunannya dalam al-Qur’an 
berarti memahami. Secara terminology, fiqh artinya paham. Namun 
berbeda dengan ’ilm yang artinya mengerti. Ilmu bias diperoleh secara 
nalar atau wahyu, fiqh menekankan pada penalaran meski penggunannya 
nanti akan terikat kepada wahyu. Dalam pengertian terminologis, fiqh 
adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis (amaliyah) yang 
diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Contohnya, hukum wajib shalat, 





sholat). Karena dalam al-Qur’an tidak dirincikan tata cara menjalankan 
shalat.18 
2. Tujuan Hukum Islam 
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah 
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan 
mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang 
mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dah kehidupan. Dengan cara 
lain, tujuan hukum islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik 
rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemashlahatan itu tidak 
hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang 
kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua 
segi, yakni (1) segi pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-nya, dan 
(2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksaan hukum Islam itu. 
Kalau dilihat dari (1) Pembuat Hukum Islam, Tujuan hukum islam itu 
adalah: 
a. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, 
skunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-
masing disebut dengan istilah Daruriyyat, Hajjiyat, dan 
tahsiniyyat. Kebutuhan primer (daruriyyat) adalah kebutuhan 
utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh 
hukum islam agar kemashlahatan hidup manusia benar-benar 
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terwujud. Kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang 
diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya 
kemerdekaan, persamaan dan sebagiannya, yang bersifat 
menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier 
(tahsiniyyat) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang 
sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara 
untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalkan 
sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain. 
b. Tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh 
manusia dalam kehidupannya sehari-hari. 
c. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, 
manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami 
hukum islam dengan mempelajari usul al-fiqh, yakni dasar 
pembentukan dan pemahaman hukum islam sebagai 
metodologinya. Di samping itu, dari segi pelaku hukum islam, 
yakni manusia sendiri, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai 
kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti telah 
tersinggung sebelumnya, dengan mengambil yang bermanfaat, 
mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dengan 





adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di 
dunia dan di akhirat kelak.19 
3. Sumber Hukum Islam 
Al-Qur’an yang kita kenal pada dewasa ini adalah al-Qur’an yang itu-
itu juga sejak berabad-abad yang lau pada waktu Khalifah Usman berhasil 
selesai mengumpulkan dan menyusunnaid ibn Tsabit, salah seorang 
pelaksaannya, mendapat perintah untuk menyusunnya sejak dari Khalifah 
Abu Bakar memegang pimpinan negara. Karena wahyu-wahyu Tuhan 
pada waktu itu masih berserak-serak pada catatan-catatan atau pada 
ingatan-ingatan para sahabat, maka tugas itu baru dapat diselesaikannya 
pada zaman Khalifah Usman.20 
4. Kedudukan Hukum Islam 
Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menetukan pandangan 
hidup serta tingkah laku mereka, tidak terkecuali bagi pemeluk agama 
islam di Indonesia, di sinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan 
atau pejabaran dari Syariah dan fiqh sekaligus. Jika dalam sepanjang 
sejarah, kata hukum Islam (Islamic Law) diasosiasikan sebagai fiqh, maka 
dalam perkembangannya, produk pemikiran hukum Islam, tidak lagi 
mendominasi oleh fiqh. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya: 
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a. Pertama, fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan 
dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih 
khusus daripadafiqh atau ijtihad secara umum. Hal ini karena, 
boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah 
dirumuskan dalam fiqh, hanya belum dipahami sipeminta fatwa. 
b. Kedua, keputusan pengadilan. Produk pemikiran ini merupakan 
keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di 
depan persidangkan. Dalam istilah teknis disebut dengan al-qadla’ 
atau al-hukm, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau 
keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan 
untuk itu (al-wilayah al-qada’). 
c. Ketiga, adalah undang-undang. Yaitu peraturan yang dibuat oleh 
suatu badan legislative (sultah al-tasyri’iyah) yang mengikat 
kepada setiap warga negara di mana undang-undang itu 
berlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. 
Undang-undang sebagai hasil ijtihad kolektif (jama’iy) 
dinamikanya relatif lamban. 
Dalam uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum islam adalah 
peraturan peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam 





undang-undang yang dipedomani dan di berlakukan bagi ummat Islam di 
Indonesia.21 
5. Ciri-ciri Utama Hukum Islam 
Dengan garis besarnya, ciri-ciri utama hukum islam dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
a. Merupakan bagian dari agama. Oleh karenanya, tidak dapat 
dipisahkan dari agama islam yang menjadi sumbernya. Sebagai 
hukum yang sui generis sifatnya ia, ia mempunyai hubungan erat, 
berjalin berkelindan dengan akidah (iman) dan akhlak (sikap 
perilaku yang baik) yang merupakan komponen-komponen lain 
ajaran agama islam. 
b. Bersumber atau berakar dari al-Qur’an dan al-Hadits yang 
dikembangkan serta dirumuskan lebih lanjut oleh pemikiran atau 
ra’yu manusia yang memnuhi syarat untuk berijtihad, yakni 
berusaha sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh 
kemampuannya untuk memahami wahyu dan sunnah itu dengan 
mengalirkan garis-garis hukum dari kedua sumber utama hukum 
islam tersebut. 
c. Terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan dasar yang disebut syari’ah 
dan lapisan bukan dasar yang disebut fikih. Dalam 
keperpustakaan berbahasa inggris, syari’ah (Islam) itu 
                                                             






diterjemahkan dengan Islamic law, sedangkan fikih (Islam) itu 
diterjemahkan dengan Islamic Jurisprudence.22 
6. Prinsip Hukum Islam 
       Sesuai dengan sunnah yag menyebabkan bahwa islam adalah 
rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-alamin), maka hukum islam 
dapat diterapkan dalam masa, untuk semua bangsa karena didalamnya 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
       Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu: “Suatu 
penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada 
dilapangan.1 
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Lexy J. Moleong, metode 
penelitian kualitatif adalah suatu suatu riset yang bermaksud untuk memahami 
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah.2 
2. Lokasi Penelitian 
       Lokasi pada penelitian ini yang berjudul “Tanggung Jawab Pegadaian 
Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Prespektif Hukum 
Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Palopo)”. 
B. Pendekatan Penelitian 
a) Pendekatan Empiris adalah pendekatan yang timbul terhadap gejala 
sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengamati sejauh mana 
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implementasi ketentun hukum dijalankan pada peristiwa hokum yang 
terjadi. 
b) Pendekatan Sosiologis, secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan 
yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
C. Sumber Data 
       Dalam tahap ini ada dua sumber data yang akan digunakan penulis untuk 
mencari dan mengumpulkan sumber data, yaitu data primer (utama) dan data 
sekunder (pendukung).  
1) Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara 
langsung dalam penelitian lapangan yang berupa wawancara, 
obesrvasi, individu atau kelompok (orang), dalam hal ini data yang 
didapatkan langsung dari sumber aslinya. 
2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung berupa arsip, jurnal, buku dan referensi lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis merujuk pada 
peraturan-peraturan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 
D. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain: 
a. Wawancara (Interview) 
       Metode ini dilakukan dengan caramengambil data dengan cara tanya 
jawab dua orang atau lebih, baik itu lewat telephone ataupun tatap muka, 







       Jenis pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumendokumen tersebut berupa tulisan, gambar, arsip dan sebagainya. 
E. Instrumen Penelitian 
       Dalam penelitian ini instrumem merupakan alat yang digunakan untuk 
mendapatkan, mengumpulkan, menyelidiki, mengolah data-data dengan 
tujuan penelitian. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk 
melakukan penelitian sebagai berikut: 
a) Pedoman Wawancara 
Adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara untuk 
memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan. 
b) Buku Catatan dan Pulpen 
Buku catatan dan pulpen merupakan alat yang digunakan peneliti 
untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
      Dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
a. Penyajian data yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan 
analisis. 
b. Pengambilan kesimpulan dengan perspektif adalah mencari 
kesimpulan atas data yang akan disajikan.  
Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu 





rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan 
analisis konseptual dan teoretik. Dan selanjutnya diajukan secara 
deskriptif dan preskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan serta memberikan pendapat hukum 

























HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Sejarah Pegadaian 
       Pada abad XVII merupakan awal mula sejarah Pegadaian ketika 
Vareemigde Oos Compagnie (VOC) pada saat itu suatu maskapai 
perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan untuk 
berdagang. Dalam rangka mempermudah kegiatan perekenomian VOC 
mendirikan suatu Bank dan leening yang merupakan Lembaga kredit yang 
menyalurkan kredit dengan menggunakan sistem gadai. Bank Van Leening 
pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan 
hasil keputusan gubernur Jenderal Van Imhoff. 
       Pada saat itu, Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan 
belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah Belanda, Gubernur 
Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811) telah memutuskan untuk 
membubarkan Bank Van Leening kemudian mengeluarkan aturan yang berisi 
bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha Pegadaian dengan ijin (liecentie) 
dari pemerintah setempat. 
       Akibat dari pembubaran Bank Van Leening, masyarakat diberi 
kebebasan mendirikan usaha Pegadaian dengan syarat mendapatkan lisensi 
dari pemerintah setempat (liecentiestelsel). Namun kebijakan tersebut 
berdampak buruk baik pemegang lisensi dalam menjalankan praktik rintenir 
yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Maka 





pegadaian di serahkan kepada umum yang mampu membayar pajak tinggi 
kepada pemerintah.  
       Pada tahun 1816 belanda kembali berkuasa di Indonesia, pola atau 
metode pacth stelsel tetap digunakan dan berakibat buruk dimana pemegang 
hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan 
bisnisnya, mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan 
sistem bunga pada pinjaman sewenang wenang.  
       Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga penelitian yang di pimpin 
oleh De Wilf Van Westerrode pada tahun 1990 yang menyarankan agar 
kegiatan pegadaian sebaiknya di tangani sendiri oleh pemerintah sehingga 
dapat memberikan perlindungan serta manfaat yang lebih besar bagi 
masyaratkat penunjang. Dari hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia-
Belanda mengeluarkan Staatblad (Stbl) 1901 No. 131 Tanggal 12 Maret 
1901. 
       Dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksaan gadai dilakukan 
pemerintah Hindia-Belanda sebagaimana yang termaktub dalam Staatblad 
tahun 1901 Nomor 131 tersebut yang berisi “kedua sejak saat itu bagian 
sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai 
atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjamkan 
uang tidak melebihi serratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada 
kebangsaan para pelanggar yang di ancam dalam pasal 337 KHUP bagi 
orang-orang eropa dan pasal 339 KHUP bagi orang-orang Bumiputera”. Hal 





Monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Pertama 
di Sukabumi (Jawa Barat).1 
       Pegadaian berbentuk Lembaga resmi pada tahun 1905. Pada awal 
pemerintah Republik Indonesia kantor Jawatan Pegadaian sempat 
dipindahkan Karanganyar (Kebumen) hal tersebut dikarenakan pada saat itu 
terjadi perang. Setelah perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian 
kembali ke Jakarta yang kemudian di kelola oleh pemerintah. 
       Pada saat ini, Pegadaian sudah berapa kali berubah status sebagai 
Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1969 kemudian berdasarkan 
peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan Jawatan 
(PERJAN). Lalu berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 yang 
kemdian diperbaharui dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 
berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Dan pada tanggal 1 April 
tahun 2012 bentuk badan hukum pegadaian dirubah lagi dari PERUM 
menjadi Persero (PT) hingga sekarang. 
B. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Palopo 
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah 
       Disahkannya PP/Tanggal 10 April 1990 merupakan tonggak awal 
bangkitnya Pegadaian, adapun hal yang perlu di cermati bahwa PP/10 
menegaskan misi yang harus di emban oleh pegadaian guna mencegah 
praktik riba, misi tersebut tidak berubah sampai lahirkan PP103/2000 
yang di jadikan landasan kegiatan PT. Pegadaian (Persero) hingga saat 
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ini. Banyak pihak yang berasumsi bahwa Operasionalisasi Pegadaian pra 
fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 Tentang Bunga Bank Telah sesuai 
dengan konsep Syariah walaupun harus diakui belakangan bahwa terdapat 
beberapa aspek yang menepis anggapan tersebut. 
       Berkat rahmat Allah SWT. Setalah melakukah kajian yang cukup 
Panjang, akhirnya disusun suatu konsep pendirian unit layanan gadai 
Syariah sebagai awal pembentukan divisi khusus yang menangani 
kegiatan usaha Syariah. Layanan pegadaian Syariah merupakan hasil 
mitra PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga keuangan Syariah yang 
bertujuan mengimplementasikan prinsip Rahn bagi PT. Pegadaian Persero 
dapat dipandang inovasi produk, sedangkan Lembaga keuangan Syariah 
dapat berfungsi sebagai penyaluran dalam pengelolaan produk Rahn. 
Untuk mengelolah kajian tersebut, Pegadaian kemudian membentuk divisi 
usaha Syariah yang sebelumnya dibawah binaan usaha lain. 
       Sistem operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem 
administrasi modern yaitu Asas Rasionalitas efisiensi dan efektifitas lalu 
diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Adapun fungsi operasi Pegadaian 
Syariah dijalankan oleh Kantir-kantor cabang pegadaian Syariah sebagai 
satu unit organisasi yang dinaungi oleh divisi usaha lain PT. Pegadaian 
Persero. Cabang pegadaian Syariah merupakan unit bisnis mandiri 






       Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama 
Unit Layanan Gadai Syarah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di Bulan 
Januari 2003 kemudian disusul pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, 
Semarang, Surakarta, Yogyakarta pada tahun yang sama hingga 
September 2003. Masih pada tahun yang sama, ada 4 kantor Cabang 
Pegadaian di Aceh yang di konversi menjadi pegadaian Syariah.   
       Dalam menjalankan operasional Pegadaian Syariah berpegang pada 
prinsip Syariah yang memiliki karakteristik, seperti tidak memungut 
bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat 
tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan 
bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. 
       Pada awalnya keberadaan Pegadaian Syariah sangat didorong oleh 
perkembangan dan keberhasilan Lembaga-lembaga keuangan Syariah. Di 
sisi lain Pegadaian Syariah dilandasi oleh kebutuhan masyarakat 
Indonesia terhadap munculnya sebuah Pegadaian yang menerapkan 
prinsip-prinsip Syariah. Munculnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah 
Lembaga formal dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal 
yang menggembirakan. Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan 
pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat 
yang membutuhkan berdasarkan hokum Pegadaian Syariah.2 
       Lembaga keuangan saat ini sudah mencapai 5 lembaga sampai saat 
ini yang tertarik untuk membuka Pegadaian Syariah. PT. Pegadaian 






(Persero) merupakan salah satu Lembaga yang tertarik untuk membuka 
produk berbasis Syariah ini berkerjasama dengan Bank Muamalat 
Indonesia, Pegadaian Syariah pada awal September 2003 telah 
meluncurkan gadai berbasis Syariah.  
       Adapun lembaga lainnya yang ingin membuka Pegadaian Syariah 
yaitu perbankan Syariah yang membuka kantor Pegadaian sendiri seperti 
Unit Layanan Gadai Bank Syariah dan Bank Jabar Syariah.  PT. 
Pegadaian (Persero) yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia 
(BMI) yang membentuk aliansi (musyarakah). PT. Pegadaian (Persero) 
sebagai pelaksana operasional sedangkan BMI sebagai penyandang dana. 
2. Sistem Managerial Pegadaian Syariah Kota Palopo. 
       Sebagai unit yang mandiri layanan gadai Syariah dibentuk dengan 
tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat berupa pelayanan pinjam 
meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. 
Berdasarkan realitas tersebut, Pegadaian tidak ada pilihan jika ingin tetap 
eksis dimata masyarakat terkhususnya oleh umat muslim, maka dari itu 
pegadaian dituntut untuk harus mampu menjawab kebutuhan ini. 
       Secara umum, layanan Gadai Syariah memiliki tugas pokok yaitu 
melanayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat atas dasar 








a. Visi Pegadaian 
       “sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 
menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 
terbaik untuk masyarakat menegah kebawah”. 
b. Misi Pegadaian  
1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan 
selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan 
menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang 
memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian 
dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi 
pilihan utama masyarakat. 
3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan 
usaha lain dalam rangka optimalisasi sumberdaya perusahaan. 
       Bertolak dari misi pegadaian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
sebenarnya Pegadaian merupakan sebuah Lembaga dibidang 
keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat 








c. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo. 
       Pegadaian Syariah Kota Palopo yang berlokasikan di jl. Andi 
Tadda No. 43 Kota Palopo merupakan sebuah Lembaga nonbank 
(Pegadaian Syariah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha Syariah PT. 
Pegadaian (Persero), yang struktural terpisah pengelolaannya atau 
operasionalnya dari usaha gadai secara konvensional. Adapun 
struktural organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo.3 
GAMBAR 4.1 











3. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad 
a. Hak dan Kewajiban Murtahin (Penerima Gadai) 
       Hak penerima gadai antara lain: 
                                                             













1) Pemegang gadai memilik hak untuk menjual marhun (barang 
jaminan) apabila rahin tidak dapat melakukan kewajibannya pada 
saat tenggang waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo. Hasil 
dari penjualan marhun dapat di gunakan untuk melunasi seluruh 
pinjaman (marhun bih) apabila ada sisa maka wajib dikembalikan 
kepada Rahin. 
2) Pemegang gadai memiliki hak untuk mendapatkan penggatian 
biaya yang telah dikeluarkan guna menjaga keselamatan marhun. 
3) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai memiliki hak 
menahan barang gadai yang diserahkan oleh nasabah (rahin). 
       Adapun kewajiban penerima gadai (murtahin) antara lain: 
1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya 
barang gadai jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. 
2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai demi 
kepentingan pribadi. 
3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai 
sebelum melakukan lelang barang gadai. 
b. Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai) 
Hak pemberi gadai adalah: 
1) Pemberi gadai memiliki hak untuk mendapatkan kembali barang 





2) Pemberi gadai memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian dari 
kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan 
kelalaian penerima gadai. 
3) Pemberi gadai memiliki hak untuk menerima sisa hasil penjualan 
barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya 
lainnya. 
4) Pemberi gadai memiliki hak untuk meminta kembali barang gadai 
apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. 
Adapun kewajiban pemberi gadai adalah: 
1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah 
diterimanya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati, 
termasuk biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. 
2) Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan atas 
barang yang digadaikannya, apabila sewaktu waktu pemberi gadai 
tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang 
telah disepakati.4 
4. Operasional Gadai Syariah Cabang Palopo 
a. Kegiatan Usaha Pegadaian 
       Kegiatan usaha yang dilakukan Pegadaian Syariah Kota Palopo 
antara lain: 
1) Memberikan berupa pinjaman bagi masyarakat dengan sistem 
Syariah. 
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2) Menfasilitasi investasi dan memberikan pembiayaan bagi 
masyarakat yang ingin memiliki emas batangan dengan sistem 
angsuran dan berbasis Syariah. 
b. Produk dan Jasa Pegadaian  
       Menurut Baso Sutrisno (pimpinan cabang), Pegadaian Syariah 
Kota Palopo telah Mengembangkan atau memasarkan 4 produk yaitu 
sebagai berikut:5 
1) Rahn  
       Produk yang paling di minati oleh nasabah disebut rahn. 
Rahn merupakan produk jasa gadai berlandaskan pada prinsip-
prinsip Syariah dengan melalui proses cepat dan aman, nasabah 
disini hanya akan dikenakan biaya administrasi dan ijarah (biaya 
jasa simpan dan pemelihara barang jaminan). 
       Dian Azis selaku penaksir mengungkapkan bahwa: 
       “Ar-Rahn atau Gadai Syariah adalah salah satu produk 
unggulan yang ada di sini. Ar-rahn merupakan skema pinjaman 
untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem 
gadai Syariah Islam berubah emas, berlian, elektronik, dan 
kendaraan bermotor.6 
2) Arrum. 
       Hasil pengembangan produk (Ar-Rahn untuk usaha Mikro 
Kecil) disebut Arrum. Arrum merupakan skema pembayaran 
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berprinsip Syariah Islam bagi para pengusaha kecil dan makro 
untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem 
pengembalian secara angsur tiap bulan dengan jumlah yang 
telah ditetapkan sejak awal akad, namun jika penulasan 
sekaligus juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 
pemberian diskon ijarah dan jaminan baik itu berupa BPKB 
kendaraan bermotor (motor atau mobil). Tujuan Arrum dapat 
diketahui selain diversifikasi dari Pegadaian Syariah bisa juga 
sebagai pengembangan usaha mikro dan kecil yang 
membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara 
Syariah.  
       Menurut Baso Sutrisno, sistem pengembalian secara 
angsuran dan jaminan BPKB motor atau mobi, dengan batas 
minimum Rp.5 juta dengan kelipatan 100 ribu. Dan adapun 
batas maksimumnya sejumlah Rp. 50 juta dengan kelipatan 
100 ribu. Sistem pembayaran ijaroh yaitu dibayar dengan cara 
diangsur Bersama dengan pembayaran angsuran pokok 
pembiayaan yang jumlahnya tetap setiap bulannya.7 
3) Mulia  
       Pegadaian Syariah Kota Palopo saat ini telah memiliki 
produk Mulia. Logam Mulia atau Emas memiliki berbagai 
nilai yang tinggi dan juga merupakan jenis investasi yang 
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nilainya stabil, likuid (dana yang siap jika sewaktu waktu 
nasabah ingin menarik dananya) dan aman secara rill. Mulia 
merupakan penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian Syariah 
kepada masyarakat secara tunia, dan barang jaminan dengan 
jangka fleksibel.  
       Menurut Baso Sutrisno, Investasi abadi untul Logam 
Mulia pada akad murabahah merupakan persetujuan atau 
kesepakatan yang dibuat Bersama antara pegadaian dengan 
nasabah berdasarkan jumlah pembelian Logam Mulia besert 
keuntungan dan biaya-biaya yang telah disepakati. 
Berinvestasi melalui Logam Mulia salah satu jembatan 
nasabah untuk dapat beribadah haji, mempersiapkan biaya 
Pendidikan anak dimasa yang akan datang, serta untuk dapat 
memiliki tempat tinggal atau kendaraan.8 
4) Arrum Haji 
       Arrum haji merupakan salah satu jenis pembiayaan 
Syariah yang ditujukan untuk orang-orang yang ingin 
melaksana ibadah haji. Apabila ingin mengajukan pembiayaan 
haji maka nasabah harus memiliki minimal 15gram emas yang 
nantinya pihak Pegadaian Syariah akan mengajukan 
pendaftaran kekantor kementrian agama untuk mendapatkan 
nomor tunggu. Kemudian nasabah akan membayar sisa biaya 
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dengan mengangsurnya ke Pegadaian Syariah sebelum 
melaksanakan ibadah Haji ada tiga jenis angsuran yang 
ditawarkan pihak Pegadaian Syariah dimana jangka waktu 
ibadah haji terdiri dari 12, 18, 24, dan 36 bulan angsurang 
perbulannya kurang lebih Rp.2.336.200, 24 bulan angsurannya 
Rp.1.294.500, dan 36 bulan angsuran perbulannya kurang 
lebih Rp.947.300. 
        Adapun jenis jasa layanan yang ditawarkan Pegadaian 
Syariah kepada masyarakat antara lain: 
 Jasa titipan merupakan layanan kepada masyarakat yang 
ingin menitipkan barang berharganya seperti emas, 
berlian, kendaraan bermotor dan surat berhagra lainnya. 
Layanan tersebut dikalangan perbankan dikenal dengan 
istilah Safe Deposit Box (SDB). Adapun persyaratan yang 
harys dipenuhi oleh nasabah ialah nasabah harus datang 
langsung dan membawa barang yang ingin dia titipkan di 
Pegadaian dengan mengisi formulir jasa titipan. Adapun 
jangka waktu menitipan ialah berkisar dua minggu sampa 
satu tahun dan boleh di perpanjang. 
 Jasa taksiran merupakan layanan kepada masyarakat yang 
ingin mengetahui karatase dan perhiasan emasnya, berlian 
dan batu permata, baik itu untuk investasi maupun 





yang relative terjangkau. Adapun persyaratannya ialah 
nasabah datang langsung dan membawa barang yang akan 
di ujikan ke loket Pengadaian lalu mengisi formulir 
permohonan pengujian. Hasil dari uji tersebut terpercaya, 
karan ditaksir dan diuji oleh juru taksir yang profesional, 
serta layanan sartifikat atas barang berhaga yang telah 
diuji.9 
c. Kategori Barang Gadai 
       Secara umum, kata Baso Sutrisno, hampir semua barang bergerak 
bisa digadaikan di Pegadaian contohnya kendaraan, barang elektronik, 
barang rumah tangga, perhiasan, tekstil, mesin-mesin dan barang lain 
yang dianggap bernilai. Namun adapula beberapa barang-barang 
tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis-jenis barang 
bergerak yang dapat diterimah sebagai agunan Pegadaian Syariah 
Kota palopo sebagai berikut:10 
1. Barang perhiasan seperti emas, Mutiara, intan, perak dan lain-
lainnya. 
2. Barang elektronik seperti kulkas, televisi, handphone, leptop, 
kamera, dan lain-lainnya 
3. Kendaraan beroda seperti mobil, motor, dan sepeda. 
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       Namun, Pegadaian Syariah Kota Palopo untuk jenis barang-
barang elekrtronik dan kendaraan masih harus dipertimbangan untuk 
dijadikan agunan, karna kurangnya ruangan memadai untuk 
menampung barang-barang elektronik dan kendaraan. 
       Adapun jenis barang yang tidak dapat dijadikan agunan di 
Pegadaian Syariah Kota palopo: 
1. Hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan lain-lainnya. 
2. Hasil pertanian seperti jagung, padi, kedelai, dan lain-lainnya 
3. Barang yang cepat rusak atau busuk 
4. Kendaraan yang berukuran besar 
5. Barang dagangan dengan jumlah yang besar 
6. Barang yang kotor 
7. Senjata api beserta amunisinya 
8. Barang yang mudah terbakar 
9. Barang yang disewabelikan 
10. Barang illegal 
11. Barang seni yang sulit ditaksir 
12. Barang milik pemerintah 
d. Penggolongan Marhun Bih dan Biaya Administrasi 
       Pegadaian menjamin keutuhan serta keamanan marhun yang 
dijadikan agunan di Unit Layanan Gadai Syariah. Dalam proses 
tranksaksi pinjam-meminjam dalam sistem gadai Syariah memerlukan 





tenaga kerja serta rahin dijaminkan kepada perusahaan asuransi. Olehnya 
itu rahin dibebankan biaya administrasi yang jumlahnya sesuai dengan 
nilai taksiran dan besar pinjaman nasabah yang telah ditentukan oleh 
pegadaian dengan menggunakan kebijakan penentuan golongan marhum. 
Berikut ini adalah golongan marhun bih berdasarkan jumlah pinjaman 
atau plafon serta besarnya biaya administrasi. 
Tabel 4.1 
Penggolongan Marhum Bihh (Uang Pinjaman) dan Biaya 
Administrasi. 
Gol Plafon Marhum-bih (Rp) Biaya Administrasi 
A 20.000 – 150.000 1.000 
B 151.000 – 500.000 3.000 
C1 501.000 – 1.000.000 8.000 
C2 1.005.000 – 5.000.000 15.000 
C3 5.010.000 – 10.000.000 25.000 
C4 10.050.000 – 20.000.000 40.000 
D1 20.100.000 – 50.000.000 60.000 






       Menurut Baso Sutrisno besarnya marhum bih dihitung berdasarkan 
nilai taksiran. Nilai taksiran telah ditetapkan dari harga pasar barang. 
Penetapan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku 
pedoman menaksirkan dan surat edaran yang berlaku pada sistem 
konvensional sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari presentase 
nilai taksiran juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan 
besarnya jasa pinjaman, untuk memudahkan dalam penetapan tarif, maka 
besarnya tarif dapat dihitung atas dasar kelipatan nilai taksir per 
Rp.10.000.11 
       Dian Azis menambahkan bahwa dalam menetukan besarnya 
pinjaman yang diperoleh rahin maka dapat dihitung dari nilai marhun 
yang ditaksir dan pinjaman sebesar 90% dari nilai taksiran dan harga 
disesuaikan dengan Harga Pasar Setempat (HPS), kemudian di lihat 
marhum tersebut termasuk dalam golongan marhum bih yang mana 
sehingga dapat ditentukan berapa besar biaya administrasi yang harus 
dibayar oleh rahin. Terakhir dihitung tarif ijarah yang harus dibayar oleh 
rahin sesuai dengan marhum yang dimiliki.12 
e. Prosedur Pemberian Kredit 
       Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari Pegadaian Syariah 
ialah calon nasabah datang langsung keloket penaksiran dan menyerahkan 
barang yang akan dijadikan jaminan dan menunjukan surat bukti diri 
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seperti KTP, Barang jaminan tersebut kemudian diteliti kualitasnya untuk 
menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat 
penaksir. Ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh 
nasabah. 
       Baso Sutrisno mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan taksiran 
nasabah tidak perlu khawatir dengan taksiran yang dimiliki. Karena untuk 
sementara di Pegadaian Syariah Kota Palopo barang yang dapat 
digunakan sebagai jaminan hanya emas/perhiasan dan handphone, maka 
nilai taksiran secara berkala dicek keakuratnya sehingga nasabah tidak 
perlu khawatir terhadap nilai taksiran yang dilakukan oleh Pegadaian 
Syariah Kota Palopo berhasil terbukti dengan meningkatkan omzet tiap 
tahunnya.13 
f. Mekanisme Operasional dan Penghitungan 
       Operasional Pegadaian Syariah mengambarkan hubungan di antara 
nasabah dan Pegadaian. Adapun sistem operasional Pegadaian Syariah 
antara lain sebagai berikut: 
1. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk 
mendapatkan pembiayaan. Kemudian Pegadaian Syariah menaksir 
barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan 
pembiayaan. 
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai seperti biaya 
gadaian, jatuh tempo, dan sebagainya 
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3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti penitipan, biaya 
pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada 
awal transaksi oleh nasabah. 
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. 
Adapun penghitungan tarif jasa simpanan antara lain sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Penghitungan Tarif Jasa Simpanan 
No Jenis Simpanan Tarif Jasa Simpanan 
1 Emas Dan Berlian Taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x 
jangka waktu/ 10 hari 
2 Elektronik, mesin jahit Taksiran/Rp.10.000 x Rp.95 x 
jangka waktu/ 10 hari  
3 Kendaraan Bermotor Taksiran/Rp.10.000 x Rp.100 x 
jangka waktu/ 10 hari 
 
C. Resiko dan Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Terhadap Hilang 
Atau Rusaknya Barang Jaminan (Marhun) 
       Dalam setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, 
maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian 





peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang 
mengadaikan perjanjian tersebut. 
       Bagi pihak Pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang 
disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah 
kepada pihak Pegadaian. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka 
keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi 
hutangnya pihak Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan 
hutang nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, pihak Pegadaian mempunyai 
hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang 
jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik 
nasabah, pihak Pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil 
terhadap barang jaminan yang dikuasainya. Jumlah barang jaminan yang 
diterima oleh pihak Pegadaian Sangat banyak, antara berkisar antara 50 – 100 
brang jaminan dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 100.000.000. 
        Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan 
langsung pihak Pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak Pegadaian harus 
menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan 
demikian apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau 
hilang, pihak Pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. 
Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan 
milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak 
Pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung 





pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak 
atau hilang. Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang 
maka pihak Pegadaian mengambil langkah-langkah pencegah antara lain 
sebagai berikut:14 
a. Pihak Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara 
barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun 
harganya. Dengan pihak Pegadaian melakukan pengecekan di Gudang 
penyimpanan seminggu sekali dan menghitung ulang barang jaminan 
kantong (emas). 
b. Mengharus setiap orang yang akan masuk Gudang penyimpanan 
didampingi oleh pemegang Gudang. Maka pihak Pegadaian melakukan 
penjagaan selama 24 jam. 
c. Barang jaminan yang tidak disimpan dalam lemari besi, harus 
dibersihkan dari debu dan kotoran oleh petugas Gudang. Untuk 
mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya leptop, hp atau 
tv oleh binatang kecil seperti rayap, tikus, maka Gudang harus teratur 
disemprot dengan insektisida. 
       Dalam keadaan tidak normal yang bisa terjadi karena adanya peristiwa 
forcemajeure seperti perampokan, becanda alam dan sebagainya sehingga 
mengakibatkan barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau 
hilang yang berada di luar kekuasaan murtahin tidak menghapuskan 
kewajiban rahin melunasi utangnya. Maka pihak Pegadaian berkewajiban 
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untuk memberikan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya pihak 
murtahin telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menutup 
asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil. Oleh 
karena itu, pihak murtahin (Pegadaian Syariah) telah membuat perjanjian 
adak yang tertulis dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang berisi tentang hak 
dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak juga mengenai 
kemungkinan resiko yang timbul. Ini dimaksudkan apabila terjadi 
musibah, maka dapat ditentukan bagaimana dan siapa saja yang 
menanggung resiko sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian 
hari. 
1. Bentuk Penanganan Barang di Pegadaian Syariah terhadap 
Barang Jaminan yang Hilang atau Rusak. 
       Sebagaimana yang telah tercantum dalam Surat Bukti Rahn 
(SBR), dalam hal ini apabila terjadi kerusakan atau kehilangan 
terhadap barang jaminan yang disebabkan oleh peristiwa force majeur 
seperti bencana alam, kebaran, maupun kelalaian petugas Pegadaian, 
Pegadaian Syariah Kota Palopo tetap memberikan ganti kerugian 
kepada nasabah yang mengalami kerugian tersebut. Besaran ganti 
kerugiaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah 
sebesar 95% dari nilai taksiran barang.15 
       Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Kota Palopo, 
ada kemungkinan barang jaminan yang disimpan ternyata rusak yang 
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disebabkan karena kelalaian petugas, sehingga dapat menyebabkan 
kerugian bagi nasabah yang bersangkutan. Sedangkan sejauh ini belum 
ada kasus hilangnya barang jaminan milik nasabah di Pegadaian 
Syariah Kota Palopo. Pertanggungjawaban tentu dilakukan dan di 
bedakan berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya ganti 
kerugian dimana semua hal tersebut dilakukan agar tidak ada pihak 
yang akan dirugikan. 
       Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapar merugikan 
nasabah maupun pihak pegadaian, setiap barang nasabag yang 
dijaminkan di Pegadaian Syariah telah diasuransikan, jadi jika terjadi 
kerusakan atau kehilangan selama masa penitipan, maka sudah 
menjadi tanggung jawab Pegadaian. 
       Kasus yang pernah terjadi di Pegadaian Syariah Kota Palopo ialah 
rusaknya barang jaminan yaitu sebuah kalung nasabah yang putus 
akibat kecerobohan petugas Pegadaian. Pihak Pegadaian langsung 
menghubungi nasabah pemilik kalung tersebut dan menegosiasikan 
tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak pegadaian, apakah yang 
dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam mekanisme 
Pertanggungjawabannya terhadap kerusakan barang jaminan adalah 
segera memperbaiki atau disambung kembali kalung yang telah putus 
tersebut atas izin dari pemeliknya. Barang jaminan ialah berupa kalung 





dengan biaya perbaikan Rp.20.000 biaya perbaikan tidak ditanggung 
oleh nasabah melainkan pihak asuransi dan Pegadaian Syariah.16 
       Menurut seorang nasabah bernama Fitri Angraeni yang pernah 
mengalami kerusakan barang jaminan, pihak Pegadaian cukup 
bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus kerusakan terhadap 
barang jaminan, dan tidak menyalahkan atau melemparkan tanggung 
jawab kepada pemilik barang jaminan. Dengan catatan bahwa 
kerusakan tersebut sebatas bukan kerusakan fisik misalnya jatuh atau 
pecah yang dilakukan oleh petugas Pegadaian Syariah, dan kerusakan 
tersebut harus segera dilaporkan kepada pemilik barang jaminan 
(Nasabah).17 
       Kerusakan yang terjadi terhadap barang-barang jaminan biasanya 
hanya kerusakan kecil yang di sebabkan karena lamanya waktu 
penyimpanan sehingga barang jaminan seperti kalung secara tidak 
sengaja terjatuh, tertumpuk oleh kotak-kotak penyimpanan, atau 
tertarik dengan tidak sengaja, sehimgga mengakibatkan kalu tersebut 
putus. Berdasarkan kejadian tersebut pihak pegadaian mempunyai 
anggaran khusus untuk biaya perbaikan barang-barang jaminan yang 
rusak, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. 
       Pemberian ganti rugi terhadap barang jaminan yang rusak di 
Pegadaian Syariah Cabang Kota Palopo menurut penulis sudah sesuai 
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dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana kedua 
belah pihak (Pegadaian Syariah dan Nasabah) terjadi kerelaan dan 
tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  
2. Bentuk Penanganan Barang Jaminan yang Rusak atau Hilang 
Menurut Prespektif Hukum Islam.  
       Tanggung jawab dalam hukum islam ialah “besarnya tanggungan 
terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah. 
Namun adapula yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar dengan 
harganya. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-
MUI/VIII/2004, bahwa pertama, “ganti rugi (ta’widh) hanya dapat 
dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan kelalaian dan 
sesuai yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbul 
kerugian bagi pihak lain”. Yang kedua, “jumlah ganti rugi nominalnya 
harusnya sesuai dengan kerugian real dan cara pembayarannya 
tergantung kesepakatan pihak yang berakad”. 
       Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah memberikan tanggungan 
sebesar 95% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai 
pinjaman, sehingga jika dilakukan pengukuran dari harga terendah 
atau dengan harga hutang atau pinjaman, pengantian yang diberikan 
oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk menganti kerugian 
tersebut. Meski demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilanan barang 
jaminan karena adanya peristiwa bencana alam bukan merupakan 





untuk menganti kerugian tersebut. Karena barang jaminan di 
Pegadaian Syariah Kota Palopo telah diasuransikan, maka pihak 
Pegadaian tetap memberikan biaya ganti rugi terhadap barang jaminan 
yang hilang atau rusak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
Pegadaian Syariah. Hal tersebut menunjukan bahwa pihak Pegadaian 
Syariah bertanggung jawab terhadap barang jaminan milik nasabah 
yang dititipkan kepadanya. 
       Islam tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang 
lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi 
dalam islam benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara 
memperoleh hak milik dalam islam sudah diatur sedemikian rupa. 
            Islam telah mengatur masalah ganti rugi dengan tidak melupakan 
prinsip jauhi dan prinsip keadilan. Harta jangan sampai menjadi 
konflik antar sesame manusia. Untuk itu, diperintahkan aturan 
dekomentasi, pencatatan/ akuntansi, al-isyhad/saksi, dan jaminan. 
Oleh karena itu, ganti rugi dalam Islam adalah harga rugi yang 
diberikan itu harus setidaknya seimbang dengan harga yang di ganti. 
       Nasabah yang mengajukan ganti rugi, harus memperliatkan barang 
serta membuktikan kerusakan ataupun cacat yang terjadi memang 
betul terjadi pada saat disimpan di kantor Pegadaian Syariah. Dalam 
hal ini pihak Pegadaian akan meneliti Surat Bukti Rahn (SBR) serta 
kerusakan yang ada setelah di yakini bahwa kerusakan tersebut terjadi 





akan dilakukan tuntutan ganti rugi baik dilakukan secara kekeluarga 
ataupun sesuai ketentuan yang berlaku. 
       Ganti rugi secara kekeluargaan positif atau manfaatnya lebih 
banyak bagi nasabah maupun bagi pihak Pegadaian. Keuntungan bagi 
pihak Pegadaian Syariah dalam menyelesaikan perkara secara 
musyawarah dapat mempererat hubungannya dengan nasabahnya, 
olehnya itu pihak nasabah lebih merasa puas dengan cara penyelesaian 
secara kekeluargaan. Dengan kepuasan nasabah tersebut, maka 
nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan 
besarnya nominal ganti rugi yang ia derita. Keuntungan lainnya ialah 
nama PT. Pegadaian Syariah di mata masyarakat dapat terjaga dan 
masyarakat akan berpandangan nbahwa PT. Pegadaian Syariah 
memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi ataupun rusak atau 
hilangnya barang jaminan. Bagi nasabah, keuntungan dalam 
penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan cara kekeluargaan yaitu dapat 
menjaga silahturahmi dengan PT. Pegadaian Syariah serta nasabah 
dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar tentang besarnya ganti 
rugi yang diterimahnya akan lebih besar dibandingkan dengan aturan 
yang belaku sebagaimana mestinya. 
       Pembayaran ganti rugi pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Maka dari itu diperlukan itikad baik dari pihak 
Pegadaian Syariah dalam menafsirkan ulang. Dengan adanya itikad 





yang terbaik kepada nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti 
rugi atas barang yang hilang atau rusak. Maka dari itu menurut penulis 
ganti rugi yang di berikan pegadaian Syariah Kota Palopo telah sesuai 
dengan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa 
pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo telah sesuai dengan ketentuan 
Hukum Islam. Sebagaimana yang telah diketahui telah 
mengasuransikan barang jaminan nasabah, sehingga Pegadaian 
Syariah telah menunjukan bahwa ia telah bertanggung jawab penuh 
terhadap barang jaminan nasabah. Selain itu, dalam menentukan 
besaran imbalan jasa simpan (ujrah) Pegadaian Syariah Kota Palopo 
menetukan berdasarkan hasil taksiran barang berbeda dengan yang 
dilakukan oleh Pegadaian Konvensional dimana cara penentuan 









       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 
selanjutnya ditarik kesimpilan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bentuk tanggung jawab penerima gadai di Pegadaian Syariah antara lain: 
a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya 
barang gadai, apabila hal ini disebabkan oleh kelalaiannya. 
b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk 
kepentingan sendiri. 
c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum 
diadakan pelelangan barang gadai. 
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa 
pertama, “ganti rugi (ta’widh) hanya dapat dikenakan atas pihak yang 
dengan sengaja melakukan kelalaian dan sesuai yang menyimpang dari 
ketentuan akad sehingga menimbul kerugian bagi pihak lain”. Yang 
kedua, “jumlah ganti rugi nominalnya harusnya sesuai dengan kerugian 
real dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan pihak yang 
berakad”. Pegadaian Syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya 
terhadap kerusakan barang jaminan diselesaikan secara damai sebenarnya 
merupakan prioritas Pegadaian Syariah. Karena Pegadaian Syariah 






B. Implikasi Penelitian. 
      Perkembangan Pegadaian Syariah cukup membuat Khazanah 
perekonomian bangga. Namun, bukan berarti Pegadaian Syariah tidak perlu 
lagi atau tidak memerlukan lagi masukan untuk perbaikan tersebut. Oleh 
karena itu, penulis memberikan saran-saran sebagi berikut: 
1. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan 
barang jaminan gadai, maka Pegadaian Syariah Kota palopo hendaknya 
harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap 
barang-barang jaminan gadai milik nasabah, sehingga barang-barang 
jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah. 
2. Dalam menghadapi persaingan Lembaga Keuangan baik antara 
konvensional maupun Syariah, dengan adanya akad tabarru’ seharusnya 
nilai biaya pinjaman Pegadaian Syariah lebih kompetitif, bukan hanya 
akadnya yang bernilai hukum Islam, tetapi juga biaya pinjamanan yang 
lebih rendah dari konvensional, sehingga masyarakat juga lebih tertarik 
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